BAB IV
PENUTUP
Simpulan
Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis
menyimpulkan:

1. Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia adalah membuat akta
jaminan fidusia yang diajukan pemohon kepadanya. Serta Notaris juga
mempunyai tanggungjawab untuk memperbaiki akta fidusia jika terjadi
kesalahan data pada akta fidusia tersebut. Selain itu notaris juga
bertanggungjawab:

a. Menjaga keotentikan formil akta fidusia,

b. Menjaga keotentikan materil akta fidusia,

c. Menjaga kerahasiaan akta fidusia.

Setelah pembuatan akta selesai, Notaris bertanggungjawab untuk
mendaftarkan Jaminan Fidusia secara online

2. Penyelesaian terhadap kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia dapat
dilakukan dengan cara :

a. Notaris dapat melakukan pengisian ulang data yang benar terhadap data
yang salah dan membiarkan data jaminan fidusia yang salah itu selama
7 hari jika PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum dibayar oleh
Notaris.

b. Jika PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) telah dibayarkan maka
sertifikat dapat dicetak, dalam arti sertifikat telah diterbitkan. Untuk

kesalahan pada data yang sertifikatnya telah diterbitkan maka notaris
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harus melakukan perubahan untuk membenarkan data pada sertifikat
tersebut.

3. Menimbang dari kelemahan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual
tersebut maka dibentuklah system baru, yaitu Pendaftaran Fidusia secara
elektronik (Fidusia Online) dengan dengan tujuan untuk memberikan
pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat
dengan pelayanan tanpa pungli, mudah, cepat, tepat, transparan, dan
berintegritas. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik mulai
diberlakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9
Tahun 2013 tentang pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik,
pendaftaran Jaminan Fidusia telah
sepenuhnya dilakukan secara online. Pasca Jaminan Fidusia online, waktu
yang diperlukan untuk melakukan pendaftaram Jaminan Fidusia dipotong
hanya menjadi 7 (tujuh) menit dengan ini memudahkan masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan hal tersebut. Selain itu adapun tujuan lain dari
pendaftaran Jaminan Fidusia adalah:

1) Untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan
2) Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia
terhadap kreditur yang lain.
B. Saran
Dari uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat

bermanfaat yaitu sebagai berikut:
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1. Terkait dalam peran Notaris sebagai Pembuat Akta Jaminan Fidusia,
sebaiknya Notaris dalam pembuatan akta dan pendaftarannya dilakukan
oleh pihak notaris itu sendiri bukan diserahkan kepada karyawannya,
agar terjaga keotentikan dan kerahasiaan akta tetap terjamin.

2. Terkait proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik terhadap
kendaraan bekas masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh notaris
dalam pendaftarannya seperti: sering terjadinya error, dan kesalahan
dalam pengisian data sehingga menyebabkan notaris harus melakukan
pengisian data ulang. Oleh karena itu sering terjadi kesalahan data pada
sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini bisa diminimalisir dengan harus
telitinya notaris dalam pengisian data secara online dan juga sebelum
pengisian data Notaris harus memastikan jaringan internet tetap berjalan

dengan lancar.
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